No. 11/11/DASP Jagal3 April 2009

SURAT EDARAN

Perihal : Uang ElektroniKElectronic Money)

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Badkndsia Nomor
11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elekik (Electronic
Money) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NddBp Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001),d#&am rangka mendukung

kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan Uangtrifek, perlu diatur lebih

lanjut ketentuan mengenai penyelenggaraan Uangr&fek dalam Surat Edaran

Bank Indonesia.

l. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI
PRINSIPAL

A.

Pihak yang Dapat Bertindak sebagai Prinsipal
Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan olehkBatau Lembaga
Selain Bank.
Permohonan Izin sebagai Prinsipal
Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgiatan sebagai
Prinsipal wajib memperoleh izin dari Bank IndonesRermohonan izin
untuk melakukan kegiatan sebagai Prinsipal disakapakepada Bank
Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, padling kurang
harus memuat informasi sebagai berikut:
1. jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan diselergjgmn;
2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan
3.  nama jaringan yang akan digunakan.
Persyaratan Dokumen sebagai Prinsipal yang Berapé B
Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksuth gauruf B
dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi...



fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun berjalaang/ di
dalamnya tercantum rencana kegiatan Bank sebaigaig;
konsep pokok-pokok hubungan bisnibuginess arrangement)
antara calon Prinsipal dengan PenerBdguirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gtéhak lain,
yang ditandatangani oleh pengurus dan paling kunagmguat:

a. persyaratan PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring,
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihakykng
akan menggunakan jaringan Prinsipal;

b. prosedur kegiatan operasion@perating procedure) bagi
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan
bekerjasama dengan Prinsipal; dan

c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan PenAdoitirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaikimr A
dan/atau pihak lain;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p¢ayelenggaraan

kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukaningakurang

memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. analisis persaingan usaha;

c. rencana kerjasama dengan PeneRatjuirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gdwak
lain, termasuk jumlah dan namanya;

d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perganjertulis
antara calon Prinsipal dengan Penerbificquirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA

dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klaesiiang:

1) kesepakatan..



1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal
dalam penyelenggaraan Uang Elektronik;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;

3) rencana pelaksanaan kerjasama;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa
yang mungkin terjadi antara para pihak;

b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihalertsep
pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penefoduirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA
dan/atau pihak lain; dan

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yabgl t
antara Prinsipal dengan PenerbAgquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gtéwak
lain;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridauditor

independen internal atau eksternal sebagai buktiggreaan

proven technology dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang
paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanatensis
dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada Qu;V

prosedur penanganan keadaan darulighger recovery plan) dan

kesinambungan kegiatan usahaus(ness continuity plan) yang

efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang
timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yardppat
mengganggu kelancaran operasional sistem Uangré&tekt dan

fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab @ncana
kegiatan sebagai calon Prinsipal, khusus untuk Baakg

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsigmbyar

Persyaratan Dokumen sebagai Prinsipal yang Bergmabhga Selain
Bank
Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaandimaksud

pada...



pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1.

profil perusahaan company profile) yang antara lain memuat

rencana kegiatan sebagai Prinsipal,

fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuldbahannya,

jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang beawg dan harus

dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang

konsep pokok-pokok hubungan bisnibugness arrangement)

antara calon Prinsipal dengan PenerBiquirer, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gtéhak lain,

yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang namu

a. persyaratan PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring,
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihakykng
akan menggunakan jaringan Prinsipal;

b. prosedur kegiatan operasionapérating procedure) bagi
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan
bekerjasama dengan Prinsipal; dan

c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan PenAdoitirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaikmr A
dan/atau pihak lain;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p¢ayelenggaraan

kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukaningakurang

memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. analisis persaingan usaha;

c. rencana kerjasama dengan Penedutuirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir,dan/apaluak
lain, termasuk jumlah dan namanya;

d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

e. prakiraan..



e.

prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a.

konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perganiertulis
antara calon Prinsipal dengan Penerbifcquirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA

dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klaesiiang:

1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal

dalam penerbitan Uang Elektronik;
2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3) rencana pelaksanaan kerjasama;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa

yang mungkin terjadi antara para pihak;
konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihalertsep
pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penefotuirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA
dan/atau pihak lain; dan
prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa iyabgl t

antara Prinsipal dengan Penerbi;quirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gtdwak

lain;

6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridauditor

independen internal atau eksternal sebagai buktiggnenaan

proven technology dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang

paling kurang meliputi

pemenuhan aspek keamanatensis

dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada Qu@;V

7. prosedur penanganan keadaan darulishger recovery plan) dan

kesinambungan kegiatan usaHaus(ness continuity plan) yang

efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang

timbul ...




timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yardppat

mengganggu kelancaran operasional sistem Uangré&tekit

8. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariabhsks untuk

Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah; dan

9. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Leml&gain Bank,
jilka Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otorifzangawas.
Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi ketgantentang
kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuam lyarlaku
termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga irsdédank
melakukan kegiatan sebagai Prinsipal dan inforrtasi tentang
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga $B#nk

tersebut.

Il. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI
PENERBIT

A.

Pihak yang Dapat Bertindak Sebagai Penerbit

Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bataki Lembaga
Selain Bank.

Permohonan Izin sebagai Penerbit

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgiatan sebagai
Penerbit wajib memperoleh izin dari Bank Indonesi®ermohonan izin
untuk melakukan kegiatan sebagai Penerbit disarapaiepada Bank
Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, padling kurang
harus memuat informasi sebagai berikut:

1. jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan diselenrgjg;

2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan

3. nama produk yang akan digunakan.

Persyaratan Dokumen sebagai Penerbit yang Berupa Ba

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimakswth gauruf B

dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi...



fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya teteanrencana

kegiatan Bank sebagai Penerbit;

konsep pokok-pokok hubungan bisnfbusiness arrangement)

antara calon Penerbit dengan Prinsigsdquirer dan/atau pihak

lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kgraemuat:

a. prosedur kegiatan operasionapérating procedure) bagi
Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan
bekerjasama dengan Penerbit; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Pringiggljrer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaidmrA
dan/atau pihak lain;

profil Uang Elektronik, paling kurang memuat infash mengenai:

a. spesifikasi teknis yang paling kurang memuat infmsm
mengenai media penyimpan data elektronis dan fitur
keamanarfsecurity features);

b. mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang palunghg
memuat informasi mengenai penerbitan, PengisiamdJla
penarikan tunai sisa Nilai Uang Elektronik dalanmgiea
mengakhiri  penggunaan Uang Elektronil(redeem),
penagihan oleh Pedagang, penyelenggaraan klirigy d
penyelenggaraan penyelesaian akhir jika ada; dan

c. mekanisme pengelolaan DaRimat;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p¢ayelenggaraan

kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukanngakurang

memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis peeaugpha;

c. targetjumlah Pemegang dan D&feat yang akan dikelola;

d. rencana kerjasama dengan Prinsipafuirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan/gbauak

lain, termasuk jumlah dan namanya;

e. rencana.



e.

f.

rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan
prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a.

konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perganiertulis

antara calon Penerbit dengan Prinsipalcquirer,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA

dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klaesitiang:

1) kesepakatan antara Penerbit dengan Pringhoglirer,
Penyelenggara KIliring, Penyelenggara Penyelesaian
Akhir dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan
kegiatan Uang Elektronik;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;

3) rencana pelaksanaan kerjasama;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa
yang mungkin terjadi antara para pihak;

Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang Besikg,

dan perjanjian yang dilakukan dengan Prinsipal pegan

Global Agreement antara kantor pusat Bank tersebut dengan

Prinsipal, maka kantor cabang Bank asing dimaksudig

menyampaikan fotokoslobal Agreement.

konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihalertsep

pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsisaduirer,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA

Pemegang, dan/atau pihak lain; dan

prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yabgl t

antara Prinsipal dengan PenerbAgquirer, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang

dan/atau pihak lain;

6. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:

a.

rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbeml day

manusia; dan

b. rencana.



10.

b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurangua
informasi mengenai:

1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk teegia
operasional; dan

2) peralatan teknis terkait sistem, sepehardware,
software, dan jaringan yang akan digunakan;

c. uraian kesiapan struktur organisasi pendukung dartuk
pengawasan yang melekabuift in control) yang akan
diterapkan; dan

d. kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kesiapan
infrastruktur teknologi informasi yang digunakan lasa
penyelenggaraan Uang Elektronik;

bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antamna meliputi:

a. mekanisme pemenuhan kewajiban Penerbit; dan

b. mekanisme dalam hal Penerbit mengalami gagal bayar
(failure to settle);

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridauditor

independen internal atau eksternal sebagai buktiggnenaan

proven technology dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang
paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanatensis
dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butiiG,V
termasuk sistem keamanan atau jaringan Penerlgt giggunakan
oleh pihak lain seperti untuk fasilitas Pengisidarid, redeem atau

Tarik Tunai dalam rangka kegiatan pengiriman uang;

prosedur penanganan keadaan darulighger recovery plan) dan

kesinambungan kegiatan usahaus(ness continuity plan) yang

efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang
timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yardppat
mengganggu kelancaran operasional sistem Uangré&ielkit

hasil analisis dan identifikasi risiko produk UaBkgktronik antara

lain risiko operasional, hukum, dan reputasi;
11. _uraian..



10

11. uraian sistem informasi akuntansi yang akan diterapuntuk
Uang Elektronik yang diterbitkan; dan
12. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab i@@ncana

kegiatan sebagai calon Penerbit, khusus untuk Bgahkg
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsigbyar

Persyaratan Dokumen sebagai Penerbit yang Berup@dbdga Selain

Bank

Untuk Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atatencanakan

mengelola Dandloat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

atau lebih, permohonan izin sebagaimana dimaksdd paruf B harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. direksi dan/atau dewan komisaris tidak termasulardadaftar
kredit macet; dan

2. direksi dan/atau dewan komisaris tidak pernah dakan pailit
atau menjadi anggota direksi dan/atau anggota ddwamsaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu penseimgtakan
pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum mengajuka
permohonan.

3.  menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. profil perusahaaficompany profile) yang antara lain memuat
rencana kegiatan sebagai Penerbit;

b. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasuk
perubahannya, jika ada, yang telah disahkan oledéikpyang
berwenang dan harus dilegalisasi oleh pihak atgabae
yang berwenang;

c. konsep pokok-pokok hubungan bis(iisisiness arrangement)
antara calon Penerbit dengan Prinsipalcquirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA
dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengums ghling

kurang memuat:

1) prosedur..
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1) prosedur kegiatan operasionalpérating procedure)
bagi Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kiliring,
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak la
yang akan bekerjasama dengan Penerbit; dan

2) rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal,
Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;

susunan daftar direksi dan/atau dewan komisarigy yerdiri

dari nama, jabatan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP);

profil Uang Elektronik, paling kurang memuat infaasn

mengenai:

1) spesifikasi teknis yang paling kurang memuat infsim
mengenai media penyimpan data elektronis dan fitur
keamanarfsecurity features);

2) mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling
kurang memuat informasi mengenai penerbitan,
Pengisian Ulangredeem, penagihan oleh Pedagang,
penyelenggaraan  Kkliring, dan  penyelenggaraan
penyelesaian akhir, jika ada; dan

3) mekanisme pengelolaan DaRkat;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas

penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan

dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai:

1) potensi pasar yang ada;

2) segmen pasar yang akan dituju dan analisis peesaing
usaha;

3) target jumlah Pemegang dan DaRkoat yang akan
dikelola;

4) rencana kerjasama dengan Prinsipalcquirer,
Penyelenggara KIliring, Penyelenggara Penyelesaian
Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan

namanya;

5) rencana..



5)
6)

12

rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

1)

2)

3)

konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok pergan]
tertulis antara calon Penerbit dengan Prinsipal,

Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara

Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antar

lain memuat klausul tentang:

a) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal,

Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir dan/atau pihak lain mengenai
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;

b) hak dan kewajiban masing-masing pihak;

c) rencana pelaksanaan kerjasama,

d) jangka waktu kerjasama; dan

e) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas
sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;
dan

konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak,

seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit,

Prinsipal,  Acquirer, Penyelenggara Kliring,

Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang, dan/ata

pihak lain; dan

prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang

timbul antara Penerbit dengan Prinsip&d¢cquirer,

Penyelenggara KIliring, Penyelenggara Penyelesaian

Akhir, Pemegang, dan/atau pihak lain;

bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:

1)

2)

rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbe day
manusia;
rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang

memuat informasi mengenai:

a) lokasi...
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a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk
kegiatan operasional, dan

b) peralatan teknis terkait sistem, sepéwrdware,
software, dan jaringan yang akan digunakan;

3) uraian kesiapan struktur organisasi pendukung dan
bentuk pengawasan yang melekatil¢ in control) yang
akan diterapkan; dan

4) kebijakan dan prosedur yang menjelaskan kesiapan
infrastruktur teknologi informasi yang digunakarasta
penyelenggaraan Uang Elektronik;

bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antdean

meliputi:

1) mekanisme pemenuhan kewajiban Penerbit; dan

2) mekanisme dalam hal Penerbit mengalami gagal bayar
(failure to settle);

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasiridauditor

independen internal atau eksternal sebagai buktjguenaan

proven technology dalam penyelenggaraan Uang Elektronik
yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamana
sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud Ipaiia

VII.G, termasuk sistem keamanan atau jaringan Péngng

digunakan oleh pihak lain seperti unteédeem atau Tarik

Tunai dalam rangka kegiatan pengiriman uang;

prosedur penanganan keadaan darudasager recovery

plan) dan kesinambungan kegiatan usahai(iess continuity

plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan
permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak
diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancararasiosal
sistem Uang Elektronik;

fotokopi rekening simpanan yang menunjukkan besarny

DanaFloat pada saat mengajukan permohgnan
m. hasil...
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hasil analisis dan identifikasi risiko produk UaBggektronik
antara lain risiko operasional, hukum, dan reputasi

uraian sistem informasi akuntansi yang akan diterapntuk
Uang Elektronik yang diterbitkan;

fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariabsiks
untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syariah; dan

rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lemisgjain
Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memililoribhs
pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang ntielipu
keterangan tentang kepatuhan Lembaga Selain Bemdkdizp
ketentuan yang berlaku termasuk informasi dapau ata
tidaknya Lembaga Selain Bank melakukan kegiatamagab
Penerbit dan informasi lain tentang permasalahan-
permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bargbigirs

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI

ACQUIRER
A.

Pihak yang Dapat Bertindak sebagaquirer
Kegiatan sebagafcquirer dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga

Selain Bank.

Permohonan Izin sebag&cquirer

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgiatan sebagai

Acquirer wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Peraman izin

untuk melakukan kegiatan sebadaquirer disampaikan kepada Bank

Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, padling kurang

harus memuat informasi sebagai berikut:

1.
2.

3.

rencana waktu dimulainya kegiatan;

nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelengd€iang,
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak Yang
bekerjasama; dan

nama dan jumlah Pedagang yang akan bekerjasama.

Persyaratan Dokumen sebagagquirer yang Berupa Bank

Untuk...
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Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimakswth gauruf B

dilampiri dokumen sebagai berikut:

1.

fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya teteanrencana

kegiatan Bank sebagacquirer;

konsep pokok-pokok hubungan bisnibuginess arrangement)

antara calonAcquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagdag/atau

pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan palkgang

memuat:

a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hadn
kewajiban antaraAcquirer dengan Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA
Pedagang dan/atau pihak lain yang akan bekerjadangan
Acquirer; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipagridften
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA
Pedagang, dan/atau pihak lain;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p¢ayelenggaraan

kegiatan sebagalcquirer yang akan dilakukan, paling kurang

memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis peeaumgpha;

c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Remgmra
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang
dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;

d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:

a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perganjertulis
antara calon Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaikimr A

Pedagang..
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Pedagang dan/atau pihak lain, yang antara lain memu

klausul tentang:

1) kesepakatan antafscquirer dengan Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara KIliring, Penyelenggara Penyelesaian
Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain mengenai
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;

3) rencana pelaksanaan kerjasama;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa
yang mungkin terjadi antara para pihak;

konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihalertsep

pengaturan hak dan kewajib&aquirer, Prinsipal, Penerhbit,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikimrA

Pedagang, dan/atau pihak lain; dan

prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa iyahgl t

antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian AkhiRedagang,

dan/atau pihak lain;

5. bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:

a.

rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbemla day

manusia; dan

rencana peralatan dan sarana usaha, paling kuranguan

informasi mengenai:

1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk teegia
operasional; dan

2) peralatan teknis terkait sistem, sepetardware,

software, dan jaringan yang akan digunakan;

6. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antam meliputi:

a.
b.

mekanisme pemenuhan kewajibsoquirer; dan

mekanisme dalam haPcquirer mengalami gagal bayar

failure ...
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(failure to settle);
fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridauditor
independen internal atau eksternal sebagai buktiggreaan
proven technology dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang
paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanatensis
dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada buii/G,V
termasuk sistem keamanan atau jaringequirer yang digunakan
oleh Pedagang;
prosedur penanganan keadaan darulighger recovery plan) dan
kesinambungan kegiatan usahaus(ness continuity plan) yang
efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang
timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yardppat
mengganggu kelancaran operasional sistem Uangré&tekt dan
fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syaria$ lkeggiatan
Uang Elektronik yang akan dilakukan, khusus untw@nlB yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsigbyar

Persyaratan Dokumen sebadsiquirer yang Berupa Lembaga Selain
Bank
Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaandimaksud

pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1.

profil perusahaan company profile) yang antara lain memuat

rencana kegiatan sebadaquirer;

fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasulbahannya,

jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang beawg dan harus

dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang

konsep pokok-pokok hubungan bisnfbusiness arrangement)

antara calonAcquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagdag/atau

pihak lain, yang antara lain berisi:

a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan haddn
kewajiban antaraAcquirer dengan Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara PenyelesaikmrA
Pedagang, dan/atau pihak lain yang bekerjasamaadeng

Acquirer ...
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Acquirer; dan
rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipagridien
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaikimr A

Pedagang dan/atau pihak lain;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan péayelenggaraan

kegiatan sebagafcquirer yang akan dilakukan, paling kurang

memuat uraian mengenai:

a.
b.

C.

d.

e.

potensi pasar yang ada;

segmen pasar yang akan dituju dan analisis peeaugpha;
rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, emgmra
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang
dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;

rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:

a.

konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perganjertulis

antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang

dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klaestiang:

1) kesepakatan antafscquirer dengan Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara KIliring, Penyelenggara Penyelesaian
Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;

3) rencana pelaksanaan kerjasama;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa
yang mungkin terjadi antara para pihak;

konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihalertsep

pengaturan hak dan kewajib&aquirer, Prinsipal, Penerhbit,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaikimr A

dan...
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dan Pemegang; dan
c. prosedur mekanisme penyelesaian sengketa yang Itimbu
antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian AkhiRedagang,
dan/atau pihak lain;
bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:
a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumberl day
manusia; dan
b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kuranguan
informasi mengenai:
1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk teegia
operasional; dan
2) peralatan teknis terkait sistem, sepetardware,
software, dan jaringan yang akan digunakan;
bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antana meliputi:
a. mekanisme pemenuhan kewajibsaguirer; dan
b. mekanisme dalam haPcquirer mengalami gagal bayar
(failure to settle);
fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridauditor
independen internal atau eksternal sebagai buktiggnenaan
proven technology dalam penyelenggaraan Uang Elektronik yang
paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanatensis
dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butiiG,V
termasuk sistem keamanan atau jaringaquirer yang digunakan
oleh Pedagang;
prosedur penanganan keadaan darulighger recovery plan) dan
kesinambungan kegiatan usaHaus(ness continuity plan) yang
efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang
timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yardppat
mengganggu kelancaran operasional sistem Uangré&hakit
fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariabhsks untuk
Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan.
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berdasarkan prinsip syariah; dan

11. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Leml&ajain Bank,
jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otorifzangawas.
Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi ketgantentang
kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuam lyarlaku
termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga irbdbank
melakukan kegiatan sebagaequirer dan informasi lain tentang
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga $B#nk

tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI
PENYELENGGARA  KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA
PENYELESAIAN AKHIR

A. Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara Kliring damfenyelenggara
Penyelesaian Akhir
Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakuggmatan sebagai
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgiain Akhir wajib
menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indorsesiara tertulis
dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang memimmasi sebagai
berikut:
1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penygteagliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
2.  nama dan jumlah Prinsipal, Penerbitquirer dan/atau pihak lain
yang akan bekerjasama; dan
3. nama atau merek dagang yang akan digunakan.
B. Persyaratan Dokumen sebagai Penyelenggara Klirirn/athu
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa Bank
Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksuwth gauruf A
dilampiri dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya teteanrencana

kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dam/ata

Penyelenggara.
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Penyelenggara Penyelesaian Akhir

konsep pokok-pokok hubungan bisnibuginess arrangement)

antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelendeamgelesaian

Akhir dengan Prinsipal, Penerbicquirer dan/atau pihak lain,

yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang namu

a. persyaratan Prinsipal, PenerlbA;quirer dan/atau pihak lain
yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Klirinfatia
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan tddn

kewajiban antara  Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal,

Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama

dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir;
c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring atan/
penyelenggaraan penyelesaian akhir;

d. mekanisme Kliring dan/atau penyelesaian akhir;

e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaien
Akhir dengan Prinsipal, Penerbifcquirer, dan/atau pihak
lain;

bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:

a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbemla day

manusia; dan
b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kuranguat
informasi mengenai:
1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk tegia
kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan
2) peralatan teknis terkait sistem, sepehardware,
software, dan jaringan yang akan digunakan;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridauditor

independen..
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independen internal atau eksternal sebagai buktiggueaan
proven technology dalam penyelenggaraan Kliring yang paling
kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sisteniatdan
jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G;

5. prosedur penanganan keadaan darulighager recovery plan) dan
kesinambungan kegiatan usaHaus(ness continuity plan) yang
efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang
timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yandppat
mengganggu kelancaran operasional penyelenggardaimg k
dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir; dan

6. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syarias letgiatan
penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraanyepesaian
akhir yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yamgjedankan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Persyaratan Dokumen sebagai Penyelenggara Klirirgn/athu

Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa LeanSatpin Bank

Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaandimaksud

pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. profil perusahaan company profile) yang antara lain memuat
rencana kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring atin/
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

2. fotokopi akta pendirian perseroan terbatas termasulbahannya,
jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang beawg dan harus
dilegalisasi oleh pihak atau pejabat yang berwenang

3. konsep pokok-pokok hubungan bisnibuginess arrangement)
antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelendg@angelesaian
Akhir dengan Prinsipal, Penerbicquirer, dan/atau pihak lain,
dan paling kurang memuat:

a. persyaratan Prinsipal, PenerlbA;quirer dan/atau pihak lain
yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Klirinfatia
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

b. pokok...
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b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan tddn
kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama
dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir;

c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan Kkliring atan/
penyelenggaraan penyelesaian akhir;

d. mekanisme Kliring dan/atau penyelesaian akhir;

e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesg@in
Akhir dengan Prinsipal, Penerbifcquirer, dan/atau pihak
lain;

bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:

a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbemla day
manusia; dan

b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurangua
informasi mengenai:

1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk teegia
kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan

2) peralatan teknis terkait sistem, sepehardware,
software, dan jaringan yang akan digunakan;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridauditor

independen internal atau eksternal sebagai buktiggreaan

proven technology dalam penyelenggaraan kliring yang paling
kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistenfatdan

jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.G;

prosedur penanganan keadaan darulighger recovery plan) dan

kesinambungan usahabuéiness continuity plan) yang efektif

dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan teriyl
dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapangganggu
kelancaran operasional penyelenggaraan Kkliring adam/

penyelenggaraan.
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penyelenggaraan penyelesaian akhir; dan

7. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Leml&ajain Bank,
jilka Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otorif@angawas.
Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi ketggaantentang
kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuam lyarlaku
termasuk informasi dapat atau tidaknya Lembaga irsdédank
melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring/adzu
Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan informasi laimtang
permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga $#nk
tersebut.

PEMROSESAN PERIZINAN SEBAGAI PRINSIPAL, PENERSBIT,
ACQUIRER, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU
PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan aetetulis dalam
jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh limaji karja terhitung
sejak surat permohonan beserta dokumen yang dgratkgn diterima
oleh Bank Indonesia.

2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan sectmdulis
sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonetekukanhal-hal
sebagai berikut:

a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapangerkadan dan
kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atalbagaSelain
Bank;

b. pemeriksaandh site visit) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang
bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kefa@nadan
kesesuaian dokumen yang diajukan serta untuk miaast
kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau

c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia namin
rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, palingang
meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiaoperasional
dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang bertekmasuk
informasi jika terdapat permasalahan-permasalalasuy ylihadapi

Bank...
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Bank tersebut.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokyrnasil pemeriksaan

(on site visit) dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank agbaga

dimaksud pada angka 2, Bank Indonesia melakukan:

a.

pemberian izin, jika:

1)

2)

3)

hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dinthksada
butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajulemghon
telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dgratkgn oleh

Bank Indonesia;

hasil pemeriksaanofl site visit) sebagaimana dimaksud pada
butir 2.b menunjukkan kebenaran dan kesesuaianmaekyang

diajukan serta kesiapan operasional; dan

otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank
merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bankk untu
memperoleh izin sebagai Prinsipal, PenerbAgcquirer,
Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Resaian
Akhir.

penolakan, jika:

1)

2)

3)

hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dinthksada
butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajulemghon
tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sesuapale yang

dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;

hasil pemeriksaanof site visit) sebagaimana dimaksud pada
butir 2.b  menunjukkan adanya ketidakbenaran atau
ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atadadetiapan

operasional; dan/atau

otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bankk tid
merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bankk untu
memperoleh izin sebagai Prinsipal, PenerbAgcquirer,

Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Resaian

Akhir ...
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Akhir.
Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjutiaken jangka waktu
pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angkadt dgperpanjang.
Perpanjangan jangka waktu pemberian izin terseibatrithhukan secara

tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.

PEMBERITAHUAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN
SEBAGAI PRINSIPAL, PENERBIT, ACQUIRER, PENYELENGGARA
KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

1.

3.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mempeilalehsebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, wajib melakulegigkannya paling
lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalendbrteeg sejak tanggal
pemberian izin dari Bank Indonesia.

Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapaantpuhari kalender
sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Lan®egin Bank
telah melakukan kegiatannya sebagai Prinsipal, lB#&neAcquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgiain Akhir, maka
Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib meitabekan secara
tertulis kepada Bank Indonesia mengenai tanggaktiefdimulainya
kegiatan sebagai Prinsipal, Penerl#itquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Banklagmbaga Selain
Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiasasegara efektif
sebagai Prinsipal, Penerbicquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir jika jaringan aistemnya telah
dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digumaleh masyarakat
luas sebagai Uang Elektronik.

Apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapataksanakan
kegiatannya dalam jangka waktu 180 (seratus delgmanh) hari
kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank lsambaga

Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secatalitekepada Bank

Indonesia..
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Indonesia disertai dengan bukti-bukti pendukung gyanemperkuat
penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala iyemmyebabkan
belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai PainsiPenerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dtesgian
Akhir.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pagka éhdisampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitungakejanggal efektif
dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, PeneAaduirer, Penyelenggara
Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akh8edangkan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud paglaad) disampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitungakdjerakhirnya jangka
waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalendeagamana dimaksud

pada angka 1.

VIl.  PENYELENGGARAAN UANG ELEKTRONIK

A.

Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan tderiiemegang
Berdasarkan tercatat tidaknya data identitas Pemgegang Elektronik,
Penerbit dapat mengeluarkan jenis Uang Elektroatkgyterdaftar dan
tercatat data identitas Pemeganggistered) dan jenis yang tidak
terdaftar dan tidak tercatat data identitas Penge@amegistered).
Pencatatan data identitas Pemegang paling kuranguate nama,
alamat, tanggal lahir dan data lainnya sebagaimgang tercantum pada
bukti identitas Pemegang. Perolehan data iderRigamsegang dilakukan
oleh Penerbit dengan menyediakan suatu saranaf@taulir aplikasi
yang harus diisi oleh calon Pemegang disertai derigiokopi bukti
identitas calon Pemegang. Keharusan pengisiandititas Pemegang
tersebut diperuntukkan bagi Pemegang yang baruamart kali
mengajukan sebagai Pemegang dan Penerbit samai dekam
mempunyai data yang lengkap, benar dan akurat ngnidentitas

PemegangQustomer Information File).

B. Batas..
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Batas Paling Banyak Nilai Uang Elektronik

1. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenisgistered danunregistered
diatur sebagai berikut:

a. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenisregistered paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

b. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenisegistered paling
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Batas nilai transaksi untuk kedua jenis Uang Etekk
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam 1 (sa@r) botuk
setiap Uang Elektronik secara keseluruhan palinghydda
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mélifransaksi
pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transkisnya yang
disediakan oleh Penerbit.

Mekanisme Pencairan Uang Hasil Transaksi bagi Redpg

Hasil transaksi Pedagang dengan Pemegang hanya ditgrék oleh

Pedagang melalui rekening Pedagang yang tercatda [@ank.

Rekening yang tercatat pada Bank milik Pedagangndigan sebagai

sarana untuk menampung pembayaran dari Penerhit Astquirer

setelah dilakukannya transaksi antara Pemegangeldegang.

Agen Penerbit dalam Pengisian Ulang dan Tarik Tudéai Uang

Elektronik

Penerbit dapat bekerjasama dengan Pedagang ataki |pih sebagai

agen dalam memberikan fasilitas Pengisian UlangT@aik Tunai Nilai

Uang Elektronik. Dalam hal agen Penerbit tersebatnberikan jasa

layanan kepada Pemegang untuk Tarik Tunai dalagkeatnansfer dana

maka agen Penerbit tersebut wajib memperoleh izebagai
penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang sgsogan ketentuan
yang berlaku.

Penerbitan Uang Elektronik dengan Jenis atau Naaray \Berbeda

dan/atau Penambahan Fasilitas Baru

1. Penerbit yang telah memperoleh izin dari Bank It dan akan
menerbitkan Uang Elektronik dengan jenis atau ngang berbeda

dengan...
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dengan yang telah diterbitkan sebelumnya tidak miekan izin

namun harus dilaporkan secara tertulis kepada Baldnesia.

Contoh:

a. Penerbit A telah memperoleh izin dan menerbitkamdJa
Elektronik dengan mediahip. Dalam perkembangannya,
Penerbit A tersebut akan menerbitkan Uang Elektrgemnis
baru dengan menggunakan medmaver. Dalam hal ini
penerbitan Uang Elektronik dengan menggunakan media
server tidak memerlukan izin baru, namun cukup melaporkan
rencana penerbitan tersebut kepada Bank Indonesia.

b. Penerbit B telah memperoleh izin dan menerbitkamgJa
Elektronik bekerjasama dengan salah satu Prinsipalam
perkembangannya, Penerbit B tersebut akan menanbitk
Uang Elektronik bekerjasama dengan Prinsipal yargdua.
Dalam hal ini penerbitan Uang Elektronik yang bgsama
dengan Prinsipal yang berbeda tidak memerlukan bairu,
namun cukup melaporkan rencana penerbitan danskeng
tersebut kepada Bank Indonesia.

c. Penerbit C berupa Bank yang telah memperoleh ian d
menerbitkan Uang Elektronik akan menambah fituaihan
Uang Elektronik untuk kepentingan transfer danakana
Penerbit C cukup melaporkan rencana penambahan fitu
tersebut kepada Bank Indonesia. Ketentuan terstiak
berlaku bagi Penerbit berupa Lembaga Selain Bam&nka
penambahan fitur transfer dana pada Uang Elektrotek
Lembaga Selain Bank wajib memperoleh izin sebagai
penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

2. Hal-hal yang dilaporkan antara lain meliputi:
a. latar belakang penerbitan Uang Elektronik jenisibar
b. laporan hasil audit teknologi informasi dari audito

independen internal atau eksternal, jika menggunakstem
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yang berbeda dengan sistem vyang digunakan dalam

penerbitan Uang Elektronik yang telah memperoleim iz

sebelumnya;

profii Uang Elektronik, antara lain memuat informas

mengenai:

1) merek prand name) yang digunakan;

2) spesifikasi teknis yang paling kurang memuat infasm
mengenai media penyimpan data elektronis dan fitur
keamanansecurity features); dan

3) mekanisme pengelolaan Uang Elektronik yang paling
kurang memuat informasi mengenai penerbitan,
Pengisian Ulang, redeem, dan penagihan oleh
Pedagang;

pihak-pihak yang bekerja sama dalam penerbitan Uang

Elektronik jenis baru, jika ada; dan

tanggal efektif penerbitan Uang Elektronik jenistba

F. Fasilitas Transfer Dana

1. Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer damar &#emegang

wajib:

a.

menyediakan sistem yang dapat mencatat transaksi
perpindahan dana dari pengirim dan penerima sefingg
Penerbit mengetahui informasi tersebut seaardine dan

real time;

menatausahakan data identitas Pemegang, yang daiara
meliputi nama, nomor identitas, dan alamat; dan

tunduk pada ketentuan yang mengatur mengenai prinsi
Know Your Customer (KYC), tindak pidana pencucian uang,
dan ketentuan terkait lainnya. Khusus untuk LemiBglain
Bank, selain tunduk pada ketentuan tersebut tupdikpada
ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha

pengiriman uang dan/atau ketentuan mengenai tracaiia.

2. Fasilitas..
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2. Fasilitas Tarik Tunai hanya dapat diberikan unt@ng Elektronik
yang memiliki fasilitas transfer dana.

3. Jika Penerbit bekerjasama dengan pihak lain yangupakan
Lembaga Selain Bank untuk bertindak sebagai agemyifpe
dan/atau agen penerima transfer (termasuk pihal yaelayani
fasilitas Tarik Tunai), maka pihak lain tersebut jitvapula
memperoleh izin sebagai penyelenggara kegiataraysatgiriman
uang atau transfer dana terlebih dahulu dari Badkresia.

G. Penerapan Manajemen Risiko Operasional dan Penamgkéeamanan

Teknologi

1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko operasiPnakipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan Penyelenggara
Penyelesaian Akhir wajib meningkatkan keamanandieign Uang
Elektronik  untuk  mengurangi tingkat kejahatan dan
penyalahgunaan Uang Elektronik, serta sekaligus ukunt
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Ulbshkdydnik
sebagai alat pembayaran.

2. Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud pada dngk
dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknolgging terkait
dengan penyelenggaraan Uang Elektronik, yang ntelipu
pengamanan pada media penyimpan Uang Elektronik dan
pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk
memproses transaksi Uang Elektronik.

3. Dalam peningkatan keamanan sebagaimana dimaksudgpeyka
2, antara lain dilakukan dengan penggunaeoven technology
yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek-asgekgai
berikut:

a. Adanya sistem keamanan teknologi yang paling kurang
memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) kerahasiaan datagnfidentiality);
2) integritas sistem dan datategrity);

3) otentikasi..
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3) otentikasi sistem dan dataughentication);
4) pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang
telah dilakukanrfon-repudiation); dan
5) ketersediaan sisteravailability),
yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan
memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yatakbgr
b. Adanya sistem dan prosedur untuk melakuaoht trail;

c. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistian

Sumber Daya Manusia (SDM); dan

d. Adanya Business Continuity Plan (BCP) yang dapat

menjamin kelangsungan penyelenggaraan Uang Elektron
BCP tersebut meliputi tindakanpreventif maupun
contingency plan (termasuk penyediaan sardvack-up) jika
terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakan
sistem utama penyelenggaraan Uang Elektronik toitgbat
digunakan.

H. Penempatan Darfdoat

1.

Dalam hal Penerbit berupa Lembaga Selain Bank, nidaa
Float yang dikelola wajib ditempatkan pada Bank Umumadal
bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro,/atlan
deposito.

Dana Float yang ditempatkan pada Bank Umum sebagaimana
dimaksud pada angka 1 sebesar 100% dari CElpat yang
diperoleh dari hasil penjualan Uang Elektronik yangasih
merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegangettagéng.
Besarnya komposisi Dankloat dalam bentuk tabungan, giro,
dan/atau deposito diserahkan sepenuhnya kepadarbRene
Penerbit hanya dapat memanfaatkan D&haat tersebut untuk
kepentingan pemenuhan kewajiban kepada Pemegang dan
Pedagang. Dankloat tidak dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan di luar kewajiban kepada Pemegang dan gdeda
tersebut seperti untuk pembiayaan operasional Biener

4. Pemenuhan.



33

Pemenuhan kewajiban kepada Pemegang dan Pedagamg ha
dilakukan oleh Penerbit dengan tepat waktu.

Penatausahaan DaR&oat milik Penerbit yang berasal dari Bank
dilakukan dengan pencatatan pada sisi kewajibagraegau rupa-
rupa pasiva. Jika Penerbit yang berasal dari Btarkebut
melakukan penempatan Dafdoat maka harus dilakukan pada
investasi yang aman dan likuid.

I.  Transparansi Produk

1.

Transparansi produk antara lain dilakukan oleh B@neéengan
memberikan informasi secara tertulis kepada Pengegtas Uang
Elektronik yang diterbitkannya. Informasi tersebuwajib
disampaikan dengan menggunakan Bahasa Indones jgkas
dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angkag mudah
dibaca oleh Pemegang.

Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada arigkpaling

kurang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. informasi bahwa Uang Elektronik bukan merupakan
simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai perbankan sehingga Nilai Uang Elektromikt
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

b. prosedur dan tata cara penggunaan Uang Elektrfasititas
yang melekat pada Uang Elektronik, seperti Pengisiang,
transfer dana, Tarik Tunai, damdeem, serta risiko yang
mungkin timbul dari penggunaan Uang Elektronik;

c. hak dan kewajiban Pemegang, paling kurang meliputi:

1) hal-hal penting yang harus diperhatikan Pemegang
dalam penggunaan Uang Elektronik seperti masa
berlaku media Uang Elektronik, jika ada, dan hakase
kewajiban Pemegang atas berakhirnya masa berlaku
media Uang Elektronik tersebut;

2) hak dan kewajiban Pemegang jika terjadi hal-halgyan
mengakibatkan kerugian bagi Pemegang dan/atau

Penerbit...



34

Penerbit, baik yang disebabkan oleh kegagalannsiste
atau sebab lainnya; dan
3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan;
tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan
penggunaan Uang Elektronik dan perkiraan lamanyktuva
penanganan pengaduan tersebut; dan
tata cara dan konsekuensi penggunaan produk tekntaisu
cara pengembalian seluruh Nilai Uang Elektronikng/a
tersisa pada Uang Elektronik pada saat Pemegangakien
penggunaan Uang Elektronike@ieem).

J. Kerjasama&cquirer dengan Pedagang atau Pihak Lain

1. Dalam hal Acquirer melakukan kerjasama dengan Pedagang,

Acquirer tersebut harus memastikan bahwa:

a.

bidang usaha Pedagang tidak termasuk bidang usaia y

dilarang oleh undang-undang;

dalam perjanjian kerjasama anta@uirer dengan Pedagang

memuat klausula yang harus dicantumkan paling kuran

meliputi:

1) hak dan kewajibaAcquirer dan Pedagang;

2) larangankepadaPedagang untuk mengenakan biaya
tambahandurcharge) kepada Pemegang; dan/atau

3) kewajiban kepada Pedagang untuk menjaga
kerahasiaan data/informasi mengenai transaksi dan
Pemegang

Pedagang mematuhi perjanjian kerjasama degapirer

sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

Pedagang memahami tata cara dan mekanisme transaksi

dengan menggunakan Uang Elektronik. Dalam hal ini

Acquirer berkewajiban untuk memberikan edukasi dan

pembinaan secara berkala kepada Pedagang term&auk |

terdapat jenis atau nama yang berbeda dan/ataunpahan

fasilitas baru Uang Elektronik.

2. Dalam...
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Dalam hal Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain,
seperti perusahaan personalisasi atau perusahagmede jasa
teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronikama

a. pengoperasian sistem harus dilakukan oleh perusahaa
penyedia jasa teknologi dalam penyelenggaraan Uang
Elektronik yang mempunyai jaminan keamanan atas
keseluruhan proses transaksi Uang Elektronik. dami
keamanan tersebut dibuktikan dengan:

1) adanya hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen internal atau eksternal; dan

2) adanya hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Ppakijika
Acquirer menjadi anggota Prinsipal.

b. Acquirer harus memastikan bahwa perusahpanyedia jasa
teknologi dalam penyelenggaraan Uang Elektronik atap
menjaga kerahasiaan data, baik data Pemegang maapain
transaksi.

Acquirer yang merupakan Bank jika dalam melakukan kegiatan
Uang Elektronik akan bekerjasama atau menggunakeak pain
untuk memproses transaksi Uang Elektronik, wajiblapu
memperhatikan dan memenuhi ketentuan Bank Indongesig
mengatur mengenai kerjasama Bank dengan pihakadatara lain
ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan magmjesiko
dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum

MASA BERLAKU MEDIA UANG ELEKTRONIK

Penerbit dapat menetapkan masa berlaku media Ulshdydhik antara lain
dengan pertimbangan adanya batas usia teknis datianUang Elektronik
yang digunakan. Sebagai contoh, untuk Uang Eleiktrgang menggunakan
chip sebagai media elektronik yang ditanam pada kdPenerbit dapat
menetapkan masa berlaku kartu tersebut untuk janwgkéu tertentu.

Dengan berakhirnya masa berlaku media Uang Elekirodilai Uang

Elektronik yang masih tersisa dalam media tersgfak serta merta menjadi

hapus...
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hapus. Dengan demikian Pemegang masih memilikitdogik atas sisa Nilai
Uang Elektronik yang terdapat dalam media tersshutpai dengan jangka
waktu sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-UndEngum Perdata,

sepanjang masih terdapat sisa Nilai Uang Elektrqrakla media tersebut.
Pemenuhan hak tagih atas sisa Nilai Uang Elektrmmgebut dapat dilakukan
dengan berbagai cara antara lain dengan memindakisan Nilai Uang

Elektronik tersebut ke dalam media yang baru.

Pemenuhan hak tagih atas Nilai Uang Elektronik tapleurangi dengan

biaya administrasi yang dikenakan oleh Penerbialag?emegang.

PENGAWASAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
UANG ELEKTRONIK

A. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik
1. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyeleraggkegiatan
Uang Elektronik dilakukan secara efisien, cepatamrdan andal

dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.

2. Obyek Pengawasan
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap &agiat

penyelenggaraan Uang Elektronik yang dilakukan:oleh

Prinsipal;

Penerbit;

a
b

c. Acquirer;
d. Penyelenggara Kliring; dan

e. Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

3. Fokus Pengawasan
Pengawasan terhadap penyelenggaraan Uang Elekthéokikiskan

pada:

a. penerapan aspek manajemen risiko;

b. kepatuhan..
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b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk

kebenaran dan ketepatan penyampaian informasiageman;

dan

c. penerapan aspek perlindungan nasababh.

4. Metode Pengawasan

a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Uang

Elektronik dilakukan Bank Indonesia melalui:

1)

2)

3)

4)

penelitian, analisis dan evaluasi, antara lain yang
didasarkan atas laporan berkala, laporan insideatdiia
dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank hema
dari pihak lain, dan diskusi dengan pihak-pihak

sebagaimana dimaksud pada angka 2.

pemeriksaan (on site visit) terhadap pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mencocokan
kebenaran data dengan fakta di lapangan, sertdaheli
sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung diatabase.
Dalam hal diperlukan, pemeriksa&on site visit) dapat
juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang bekerj@sam
dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada &gka

pertemuan konsultasi cgnsultative meeting) dengan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk
mendapatkan informasi penyelenggaraan dan

menyampaikan saran.

pembinaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud

pada angka 2 termasuk untuk melakukan perubahan.

b. Dalam rangka pengawasan, pihak-pihak sebagaimana

dimaksud pada angka 2 wajib memberikan:

1) Kketerangan.
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1) keterangan dan/atau data yang terkait dengan

penyelenggaraan Uang Elektronik, baik dalam bentuk

hard copy maupunsoft copy; dan

2) kesempatan melakukan pemeriksaam gite visit) untuk
melihat penyelenggaraan Uang Elektronik, saran, fis
sistem, aplikasi pendukung ddatabase.

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk adas

nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaasité visit)

terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud padadhgk

B. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Uang Elektronik

1. Laporan Berkala

a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disa@ap

b.

secara lengkap, benar, akurat dan tepat waktupathetk-pihak
sebagaimana dimaksud pada butir A.2 sesuai dengaodp
masing-masing laporan. Laporan berkala terdiri dapran
bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.

Jenis Laporan Berkala

Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihialap

sebagaimana dimaksud pada butir A.2 meliputi:

1)

Prinsipal
a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi
informasi mengenai:

(1) rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan
termasuk rencana pengembangan produk dan
kerjasama dengan pihak lain;

(2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya;

(3) anggota vyang tergabung dalam jaringan
Prinsipal; dan

(4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada

anggota.

b) Laporan..
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b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang
dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satui) kal
dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit andama |
meliputi:

(1) keamanan jaringan;

(2) keamanan data;

(3) keamanan aplikasi dan sistem;

(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;

(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan

(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi
informasi.

2) Penerbit

a) Laporan Bulanafraud,

b) Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian
Pengaduan Nasabah; dan

c) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang
dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satui) kal
dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit andama |
meliputi:

(1) keamanan jaringan;

(2) keamanan data,

(3) keamanan aplikasi dan sistem;

(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;

(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan

(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi
informasi.

3) Acquirer

a) Laporan Bulanan penyelenggaraan kegiatan Uang

Elektronik sebagahcquirer; dan

b) Laporan..
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b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang
dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satui) kal
dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit andama |
meliputi:

(1) keamanan jaringan;

(2) keamanan data;

(3) keamanan aplikasi dan sistem;

(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;

(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan

(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi
informasi.

4) Penyelenggara Kliring

a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan
Kliring.

b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang
dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satui) kal
dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit andama |
meliputi:

(1) keamanan jaringan;

(2) keamanan data;

(3) keamanan aplikasi dan sistem;

(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;

(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan

(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi
informasi.

5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir

a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelesaian Akhir; dan

b) Laporan..
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b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang
dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satui) kal
dalam 3 (tiga) tahun, dengan cakupan audit andama |
meliputi:

(1) keamanan jaringan;
(2) keamanan data,
(3) keamanan aplikasi dan sistem;
(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;
(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan
(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi
informasi.
2. Laporan Insidentil
a. Laporan insidentii merupakan laporan tertulis yangjib
disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaima
dimaksud pada butir A.2 kepada Bank Indonesia lad#s
permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatiflisepihak-
pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukdengan
penyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank
Indonesia.
b. Jenis Laporan Insidentil
1) Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain

a) Prinsipal, Penerbit atauAcquirer yang akan
melakukan kerjasama dengan pihak lain wajib
menyampaikan laporan secara terulis kepada Bank
Indonesia, paling kurang memuat:

(1) data/informasi/profil perusahaan pihak lain yang
akan bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau
Acquirer;

(2) dasar..
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(2)
3)

(4)
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dasar pertimbangan dilakukannya kerjasama;
tanggal efektif rencana dilaksanakannya
kerjasama; dan

jangka waktu rencana pelaksanaan kerjasama,;

Laporan tertulis rencana kerjasama Prinsipal, Péner

atau Acquirer dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada huruf a), harus dilengkapi dengan

dokumen berupa:

1)

(2)

3)

(4)

(5)

fotokopi konsep perjanjian kerjasama antara
Prinsipal, Penerbit ataécquirer dengan pihak
lain;

hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen, jika pihak lain yang bekerjasama
dengan Prinsipal atau Penerbit, merupakan
perusahaan penyedia jasa teknologi dan/atau
pihak lain yang menyediakan sarana pemrosesan
transaksi Uang Elektronik;

hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen, jika pihak lain yang bekerjasama
dengan Acquirer merupakan pihak yang
menyediakan sarana pemrosesan transaksi Uang
Elektronik;

fotokopi sertifikat dari Prinsipal terhadap pihak
lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau
Acquirer, jika Penerbit atavAcquirer menjadi
anggota Prinsipal,

surat pernyataan kesanggupan pihak lain yang
bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit atau

Acquirer untuk menjaga kerahasiaan data;

(6) fotokopi...
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(6) fotokopi konsep perjanjian kerjasama yang
dilakukan oleh pihak lain dengan pihak ketiga,
jika ada.

2) Laporan Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau

Penambahan Fasilitas Baru pada Uang Elektronik

a)

b)

Penerbit yang akan menerbitkan Uang Elektronik
dengan jenis atau nama yang berbeda dan/atau
penambahan fasilitas baru harus melaporkan secara
tertulis dengan dilampiri dokumen paling kurang:
(1) rencana bisnis; dan
(2) penjelasan karakteristik jenis atau nama yang
berbeda dan/atau penambahan fasilitas baru.
Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada butir
a)(1), antara lain meliputi informasi mengenai &irg
pendapatan yang akan dicapai dari produk dengan
Jenis atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan
Fasilitas Baru tersebut.
Penjelasan karakteristik produk dengan Jenis atau
Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan Fasilitas
Baru sebagaimana dimaksud pada butir a)(2), meliput
penjelasan alur transaksi, upaya peningkatan
keamanan sistem, dan perbedaan produk dengan Jenis
atau Nama yang Berbeda dan/atau Penambahan
Fasilitas Baru dengan produk sebelumnya.

3) Laporan Insidenicident report)

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib

menyampaikan laporan insidemndgident report) yakni

laporan atas terjadinya gangguan pada sistem dayaup

yang telah dilakukan untuk menanggulanginya sepert

a)

adanya kegagalametwork dalam memproses transaksi
Uang Elektronik; dan

b) fraud yang terjadi.

4) Laporan..
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4) Laporan Perubahan Data/Informasi

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus
melaporkan secara tertulis jika terdapat perubatieta
atau informasi atas dokumen-dokumen yang disampaika
pada saat mengajukan permohonan persetujuan kepada
Bank Indonesia, seperti perubahan nama, alamabikant
perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Korsjsari
perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis,
perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak,
perubahan perjanjian kerjasama dan perubahan gk p
yang bekerjasama, perubahan prosedur penyelesaian
sengketa.

Laporan tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud joada

1.b.1)a) wajib disampaikan kepada Bank Indonestarsetertulis

denganhardcopy paling lambat diterima Bank Indonesia pada

tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Apabila t@hd5 Februari

jatuh pada hari libur maka laporan harus sudahiclitgepada hari

kerja berikutnya.

Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sangsigan

Desember 2009 disampaikan paling lambat tanggaFdtaruari

2010.

Penyampaian Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi

sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1)b), 1.b.2)ch.3),

1.b.4)b), dan butir 1.b.5)b) harus sudah diteriolah Bank

Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari keggls Laporan

Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan.

Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain sebagai

dimaksud pada butir 2.b.1), wajib dilaporkan sedaréulis oleh

Prinsipal, Penerbit ataAcquirer kepada Bank Indonesia paling

lambat...
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lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjikerjasama
ditandatangani.

Apabila Penerbit ataldcquirer telah menandatangani perjanjian
kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 5,gatjreenerbit
atau Acquirer wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank
Indonesia mengenai realisasi/pelaksanaan kerjasamgan pihak
lain tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari keégjoitung sejak
ditandatanganinya perjanjian kerjasama.

Laporan Jenis atau Nama yang Berbeda dan PenambBakditas
Baru sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2) haitapodkan
secara tertulis oleh Penerbit kepada Bank Indonesdiag lambat
45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum produkgdenjenis atau
nama yang berbeda dan penambahan fasilitas basebter
diterbitkan.

Laporan Insiden(incident report) sebagaimana dimaksud pada
butir 2.b.3) wajib disampaikan kepada Bank Indomesesegera
mungkin setelah kejadian kepada Tim PWSP DASP midklkepon
atau faksimili yang diikuti pelaporan tertulis pagilambat 3 (tiga)
hari kerja setelah kejadian.

Laporan Perubahan Data/Informasi sebagaimana dudakada
butir 2.b.4) harus disampaikan secara tertulis oRimsipal,
Penerbit,Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir kepada Bank Indonesia palingp&r20 (dua
puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.

Untuk kepentingan pengawasan terkait dengan pemygdgaan
kegaiatan Uang Elektronik, Bank Indonesia berwenarminta
data, informasi, dan/atau laporan di luar lapoepoeian
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada bhti)a),
butir 1.b.2)b), butir 1.b.3)a), butir 1.b.4)a), dautir 1.b.5)a) dan

sanksi kewajiban membayar berpedoman pada keterBaauk

Indonesia..
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Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantoatpBank
Umum dan ketentuan mengenai laporan penyelengg&esaatan
alat pembayaran menggunakan kartu oleh Bank Petdkneldakyat
dan Lembaga Selain Bank.

C. Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda

1. Pengenaan sanksi denda terhadap Bank terkait pemgeraan
kegiatan Uang Elektronik, dilakukan oleh Bank Ineélsia dengan
cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

2. Pengenaan sanksi denda terhadap Lembaga Selain tBikakt
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dilaku&kein Bank
Indonesia dengan cara menyampaikan surat pengeseaisi
denda kepada Lembaga Selain Bank tersebut yangaalati
berisi informasi jumlah sanksi denda dan tata parabayarannya
kepada Bank Indonesia.

PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SISTEM UANG ELEKTRONIK
YANG DAPAT SALING DIKONEKSIKAN (INTEROPERABILITY)
DENGAN SISTEM UANG ELEKTRONIK LAINNYA.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran rdamberikan manfaat
yang lebih luas kepada Pemegang dalam bertrandigiesiukan upaya untuk
mengembangkan sistem yang dapat saling dikoneksiléaan memproses
transaksi antara Prinsipal, Penerbit dengsoquirer yang satu dengan
Prinsipal, Penerbit dafxcquirer yang lain.

Secara teknis hal tersebut dapat dilakukan olefsipal dengan menetapkan
aturan main dan suatu kriteria atau standar sedirsggiap Penerbit yang
menggunakan jaringan dari Prinsipal tersebut dapemberikan fasilitas
kepada para Pemegang untuk menggunakan akses tqeralang
menggunakan tanda atau logo dari Prinsipal yangabgkutan. Kemudahan
tersebut disamping dapat memberikan manfaat bagnefang juga
memberikan penghematan proses transaksi yang kadakwleh pihak

Acquirer sehingga dapat dihindari investasi yang tidak upéibntara para

Acquirer ...
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Acquirer. Dalam jangka panjang penghematan biaya transdikarapkan
dapat menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomarad@seluruhan.
Penyederhanaan sistem atau aplikasi dapat dilakalen pihak Prinsipal,
Penerbit damAcquirer dengan melakukan pengembangan sistem yang dari
awalnya telah dirancang agar sistem yang dikemkmang#apat saling
membaca dengan sistem yang dikembangkan oleh [aiimak

Langkah penyederhanaan sistem oleh para pihak dhjadukan melalui
kesepakatan yang dilakukan sendiri oleh industrntukd mendukung
pelaksanaannya Bank Indonesia dapat mewajibkan pénak untuk
mengikuti dan menyesuaikan sistemnya yang kritirapersyaratannya telah

menjadi kesepakatan industri.

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN DALAM RANGKA PERALIHAN
PERIZINAN MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHA
ATAU PENGAMBILALIHAN
A. Penggabungan
1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyeargan
kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akaslakukan
penggabungan dengan Bank yang telah/belum mempeinie
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bardonesia,
maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah
memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang iBlakt
dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungaetbut
harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Isi®ne
mengenai rencana melanjutkan kegiatan Uang Elaktron

b. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum
memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan Uang iBlakt
dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungaetbut

wajib...
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wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terledéhulu

untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.
Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperdeh
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bbrdonesia
akan melakukan penggabungan dengan Lembaga SelaiknyAng
telah/belum memperoleh izin penyelenggaraan kegidiang
Elektronik dari Bank Indonesia, maka berlaku katant sebagai
berikut:

a. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah
Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin

penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank

Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil pengggioun
tersebut harus melaporkan secara tertulis kepadak Ba
Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatang Uan
Elektronik.

jlka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah
Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bank

Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil pengggoun

tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indondsréebih
dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Edektr

B. Peleburan

1.

Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyejarmpn
kegiatan Uang Elektronik dari Bank Indonesia akaslakukan
peleburan dengan Bank yang telah atau belum meiepeizin
penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bandonesia,
Bank hasil peleburan wajib memperoleh persetujuan Bank
Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkegidan Uang
Elektronik.

Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperdeh

penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik dari Bbrdonesia

akan...
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akan melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Bang

telah atau belum memperoleh izin penyelenggaragratean Uang

Elektronik dari Bank Indonesia, Lembaga Selain Bamksil

peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Banttoresia

terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatandJalektronik.
C. Pemisahan

1. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang tekmperoleh
izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik d&ank
Indonesia akan melakukan pemisahan murni, maka BEsxal
Lembaga Selain Bank hasil pemisahan murni wajib pezoieh
izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dap&lanjutkan
kegiatan Uang Elektronik.

2. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang tekxmperoleh
izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik d&ank
Indonesia akan melakukan pemisahan tidak myspin off),
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. izin penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik d2aink
Indonesia tetap melekat pada Bank atau Lembagan®&dak
yang melakukan pemisahan tidak mufgpin off). Oleh
karena itu Bank atau Lembaga Selain Bank yang mk&ak
pemisahan tidak murnispin off) harus melaporkan secara
tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencananmugkan
kegiatan Uang Elektronik.

b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidaii
(spin off) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih
dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan Uang Edektr

D. Pengambilalihan

1. Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Banki dtambaga
Selain Bank yang telah memperoleh izin penyeleragyakegiatan
Uang Elektronik dari Bank Indonesia, maka Bank dtambaga
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Selain Bank yang akan diambilalih harus melaporkancana
pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia.

2. Laporan rencana pengambilalihan tersebut harusgkiégpi dengan
informasi yang paling kurang meliputi latar belaggan
pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pendalfitian,
target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunamilip
dan/atau Pemegang saham pengendali setelah difakygka
pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah ukbknya
pengambilalihan khususnya yang terkait denan pengegharaan
kegaiatan Uang Elektronik seperti rencana perubahama,
perubahan struktur organisasi, atau perubahan nsisyang
digunakan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.l.air Bu2.a., butir

C.2.a, dan butir D.1. harus disampaikan kepada Bashénesia, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penpampa
permohonan izin rencana penggabungan, pemisahaa at
pengambilalihan kepada Bank Indonesia atau otopeasgawas
Lembaga Selain Bank yang berwenang.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, halaspdi
dengan dokumen antara lain berupa rencana bisrislalse
penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan, asekn
rencana penggunaan sistem dan pengembangan skssi@pan
infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologformasi dari
auditor independen dalam hal terjadi pengembangam/athu
penggabungan sistem yang ada.

Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Adtb., butir

A.2.b., butir B.1., butir B.2.,, butir C.1., dan butC.2.b, harus

disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketesakmygai berikut:

1. Permohonan persetujuan wajib disampaikan bersandaagan

penyampaian permohonan izin rencana penggabungéhuoan,

atau...
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atau pemisahan kepada Bank Indonesia atau otqe#agawas

Lembaga Selain Bank yang berwenang.

2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada dndiarus
dilampiri dengan dokumen yang antara lain berupa:

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang tel@udit
oleh kantor akuntan publik yang independen, unteihhaga
Selain Bank;

b. rencana bisnis setelah penggabungan, peleburarny ata
pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan
pengembangan sistem;

c. laporan kesiapan infrastruktur;

d. laporan hasil audit teknologi informasi dari audito
independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau
penggabungan sistem yang telah ada;

e. komposisi kepemilikan saham setelah penggabungan,
peleburan, atau pemisahan untuk Lembaga Selain; Blank

f.  rekomendasi otoritas pengawas Lembaga Selain Bhnlkus
untuk Lembaga Selain Bank.

G. Pemrosesan permohonan perizinan untuk dapat m#anjkegiatan
Uang Elektronik sehubungan dengan penggabungaepyrahn, atau
pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai beriku
1. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolaezara

tertulis dalam jangka waktu paling lambat 45 (empaluh lima)

hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipers¥aratditerima

secara lengkap oleh Bank Indonesia.

2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan sebege
dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakbk#ial sebagai
berikut:

a. pemeriksaan.
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pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan
kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atalbagan
Selain Bank;

pemeriksaan on site visit) ke Bank atau Lembaga Selain
Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasis a
kebenaran dokumen yang diajukan dan untuk memastika
kesiapan operasional, jika diperlukan; dan

dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia ntamin
rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, palingng
meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesia
operasionaldan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang
berlaku, termasuk informasi terdapat permasalahan-
permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.

Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen selbagaa

dimaksud pada butir 2.a dan pemeriksaan (Site visit)

sebagaimana dimaksud pada butir 2.b telah dilakuttam dengan

mempertimbangkan rekomendasi otoritas pengawas Bsxak

Lembaga Selain Bank, Bank Indonesia melakukan:

pemberian izin, jika:

1) berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan
bahwa dokumen yang diajukan telah lengkap dan telah

sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indgnes

2) Dberdasarkan hasil pemeriksaanon ( site visit)
sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, jika ada
menunjukkan kebenaran dokumen yang diajukan dan

kesiapan operasional; dan

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank
merekomendasikan pelaksanaan rencana kegiatan Bank
atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan
Uang Elektronik.

b. penolakan..
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b. penolakan, jika:

1) berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan
adanya satu atau lebih dokumen yang tidak lengkap
dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ol
Bank Indonesia;

2) berdasarkan hasil pemeriksaanon ( site visit)
sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, jika ada
menunjukkan adanya ketidakbenaran dokumen yang
diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; daun/at

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Baak tid
merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank
untuk melanjutkan kegiatan Uang Elektronik.

PERUBAHAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS

Dalam hal terdapat rencana perubahan direksi @gantigwan komisaris dari
Penerbit yang telah memperoleh izin dari Bank Imdoam maka rencana
perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dakeji@da Bank Indonesia.
Bank Indonesia dapat meminta untuk mengganti direles)/atau dewan
komisaris jika nama calon direksi dan/atau dewamigaris tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir Itd@nloutir 11.D.2 .

LAIN-LAIN

A. Hal-hal yang bersifat teknis dan mikro dalam peegg@araan kegiatan
Uang Elektronik selain yang telah diatur dalam Sldaran Bank
Indonesia ini, dapat diatur dan disepakati sendleh industri Uang
Elektronik @&elf Regulation Organization - SRO). Pengaturan yang
dilakukan oleh industri Uang Elektronik tersebubagai pelengkap dan
tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentaak Biddonesia.
Dalam hal SRO telah menyepakati dan menetapkaru etentuan,
maka setiap anggota yang tergabung atau pihaktgsakajt dengan SRO
harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang takdpekati.

B. Penyampaian.
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B. Penyampaian permohonan izin penyelenggaraan Uardtré&hik,
penyampaian laporan, informasi lainnya, dan/atavatsumenyurat
disampaikan oleh kantor pusat Bank atau LembagarSBank kepada:

Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting dan SisteemBayaran
Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indi@ane

JI. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10350

XIV. PERALIHAN

A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukgratan sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum dibertakufa Peraturan
Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atwegasan dari Bank
Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank IndoaesPengajuan
permohonan izin wajib disampaikan oleh Bank atamh&ga Selain
Bank paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalenthitung sejak
tanggal diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Persyaratan
dan tata cara memperoleh izin dari Bank Indonesagacu pada Surat
Edaran Bank Indonesia ini.

B. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukgratan sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum dibertakufa Peraturan
Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atamegasan dari Bank
Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Badknesia dan
melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbitquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgia@n Akhir paling
lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalendgak seéanggal
diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini.

C. Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegisgdagai Prinsipal,

Penerbit, Acquirer, Penyelenggara KIliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian.
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Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia bedem
diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia ini lelam berbadan
hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatds wajib telah
berbadan hukum Indonesia yang berbentuk perserdratas paling
lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukarwyeat Edaran Bank
Indonesia ini.

D. Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin gagbBenerbit
sebelum diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonasiawajib
memenuhi ketentuan mengenai penempatan Ddoat sebagaimana
dimaksud pada butir VII.H paling lambat dalam jaagkaktu 60 (enam
puluh) hari kalender sejak tanggal diberlakukanByaat Edaran Bank

Indonesia ini.

XV. PENUTUP
Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku gadggal 13 April 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyseagan Surat Edaran

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Rigdaddbnesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SWD. MURNIASTUTI
DIREKTUR AKUNTING
DAN SISTEM PEMBAYARAN




